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LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DAFTAR PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

No. Provinsi Perangkat Daerah

1. Aceh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Aceh

2. Sumatera Utara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

3. Sumatera Barat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

4. Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Riau

S. Jambi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jambi

0. Sumatera Selatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

7. Lampung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Lampung

8. Bengkulu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bengkulu

9. Kepulauan Bangka | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Belitung Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

10. | Kepulauan Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau

11. | D.I Yogyakarta Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

12. | Kalimantan Barat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
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No. Provinsi Perangkat Daerah
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

13. | Kalimantan Tengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

14. | Kalimantan Selatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

15. | Kalimantan Timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

16. | Kalimantan Utara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara

17. | Banten Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Banten

18. | Jawa Barat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

19. | Jawa Tengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

20. | Sulawesi Utara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara

21. Gorontalo Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

22. | Sulawesi Tenggara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara

23. | Sulawesi Tengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

24. | Sulawesi Selatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

25. | Sulawesi Barat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat

26. |Jawa Timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

27. | Bali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali

28. | Nusa Tenggara Barat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat

29. | Nusa Tenggara Timur | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur

30. | Maluku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Maluku

31. | Maluku Utara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
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No. Provinsi Perangkat Daerah
Satu Pintu Provinsi Maluku Utara

32. | Papua Barat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Papua Barat

33. | Papua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Papua

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA
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LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PROFIL PELAKU USAHA YANG DIKUNJUNGI
KE LOKASI PROYEK

Periode Laporan: Bulan ... Tahun ...

Nama Perusahaan (1)

Lokasi Proyek (2)

Bidang Usaha (3)

NIB/Izin Proyek yang
dikunjungi (4)

Nilai Rencana Investasi (5)

Nilai Realisasi Investasi (6)

Tenaga Kerja : Tenaga Kerja Rencana Realisasi
TKI . (7) .. (8)
TKA .. (9) .. (10)
Total .. (11) .. (12)
Jenis/Kapasitas Produksi : Jenis Kapasitas Satuan
(13) (14) (15)
Luas Area : Ha/M2 (16)
Rencana Ekspor : Negara Tujuan Nilai Ekspor Produk
.. (17) .. (18) .. (19)
Kebutuhan Listrik : | PLN... MW (20)
Pembangkit sendiri/selain PLN (bila ada)... MW
(21)
Surplus/dijual ke PLN... MW (22)
Pemenuhan Komitmen atas | : a. Izin Mendirikan Bangunan;
Izin Usaha b. Izin Lokasi;

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL;
d. Lain-lain (Misalnya SLF); (23)

Progres : | Selesai/Masih Produksi (.... %) (24)
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Rencana Produksi 2 ... (29)
Komersial

Progress Permasalahan/ 1] ... (26)
Kendala Perusahaan

/ Foto- Foto Proyek (27)

\
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PETUNJUK PENGISIAN PROFIL PELAKU USAHA YANG DIKUNJUNGI KE

LOKASI PROYEK

No URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nama perusahaan yang dikunjungi ke lokasi proyeknya.

2) Diisi dengan alamat lokasi proyek perusahaan.

(3) Diisi dengan bidang usaha proyek yang dikunjungi.

(4) Diisi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau izin proyek yang
dikunjungi.

(5) Diisi dengan nilai rencana investasi dalam satuan Rupiah atau Dollar.

(6) Diisi dengan nilai realisasi investasi dalam satuan Rupiah atau Dollar hingga
saat kunjungan dilakukan.

(7) Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI.

(8) Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI.

9) Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKA.

(10) | Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKA.

(11) | Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 7
dan 9).

(12) | Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 8
dan 10).

(13) | Diisi dengan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

(14) | Diisi dengan nilai kapasitas produksi barang/jasa yang dihasilkan oleh
perusahaan.

(15) | Diisi dengan satuan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan
(misal: ton, liter, buah, kamar).

(16) | Diisi dengan luas area lokasi proyek perusahaan dalam satuan hektar atau
meter2.

(17) | Diisi dengan negara tujuan ekspor produk perusahaan.

(18) | Diisi dengan rencana nilai ekspor hasil produksi perusahaan.

(19) | Diisi dengan hasil produksi yang akan diekspor oleh perusahaan.

(20) | Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh PLN.

(21) | Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh
pembangkit tenaga listrik milik sendiri atau genset.

(22) | Diisi dengan nilai kelebihan listrik yang dihasilkan perusahaan.

(23) | Diisi dengan nomor, tanggal, dan penerbit perizinan teknis.

(24) | Diisi dengan prosentase perkembangan realisasi investasi terhadap rencana
investasi.

(25) | Diisi dengan bulan dan tahun perusahaan berencana memulai berproduksi

komersial.
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No URAIAN ISIAN
(26) | Diisi dengan uraian perkembangan permasalahan atau kendala yang
dihadapi oleh perusahaan dalam merealisasikan investasinya.
(27) | Diisi dengan foto — foto hasil kunjungan ke lokasi proyek yang terdiri atas:

foto lahan proyek, foto bangunan, foto mesin, dan foto hasil produksi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA
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LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI

MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENANAMAN

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

BIDANG

FORMAT LAPORAN MANAJERIAL

Periode Laporan: Bulan ... Tahun ...

PENGENDALIAN

Nama

Perusahaan

Lokasi
Proyek
(Kab/Kota,

Provinsi)

Rencana

Investasi

Realisasi

Realisasi

Investasi TKI

TKA

Permasalahan

Perusahaan

Usulan
Tindak

Lanjut

Pihak yang Diharapkan
Dapat Membantu

Menyelesaikan Masalah

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA




Periode : Bulan ... Tahun ...
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PELIMPAHAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG

Anggaran Output Penjelesan
Persen | Total Realisasi | Persen Total Realisasi
Realisasi Realisasi Realisasi
Nama Output Pagu Sampai Bulan Target Persen Sampai Bulan Persen
Bulan .... Bulan .... Bulan ....
(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (volume) | (volume) (%) (volume) (%) (Proyek)

3229.061
Dekonsentrasi di
Bidang 1. PT. A
Pemantauan 2.PT.B
Pelaksanaan 3.PT. C
Penanaman dst

Modal
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PETUNJUK PENGISIAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TERPADU KEMENTERIAN KEUANGAN

Menginput data laporan kinerja anggaran pada aplikasi SMART;

Aplikasi SMART dapat diakses melalui tautan
http:/ /monev.anggaran.kemenkeu.go.id /smart/;

Pengguna dapat login dengan cara mengklik tombol “login” dihalaman depan

menggunakan username dan password masing-masing;

Login Aplikasi SMART 2018
] s

. Isi Password

Smirt. e

..............

Pemberitahuan

CVASTEONET NS0ATE DArs DENaNIIung J5mad
programiegiafan LK Hes ke Dangisimt

capaian keluaran, fral fersebul akan diguaskan & 2018
Sebage’ J87an MMESLNE) Derpusurann Keafakan
ML angganad Darkurapg
2 Usemanm
Piih Tahwn &rggaran .
I

Butuh panduan? m

Pengguna mengisi entri Realisasi Volume Keluaran (RVK) setiap bulan dan

Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) setiap semester;

G = =

\.
* Entri RBVK + a. Entri IKK
» B Batas waktu:
¢ E Batas Semester| —
waktu: tgl 10 Juli;
20 bulan Semester Il —

berikutnya 10 Januari
Tahun

berikutnya

= b. Entri
Laporan Kinerja
Anggaran
Satker —
Semester |

« ] Batas waktu:
Bulan Juli
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5. Untuk mengisi RVK, pengguna mengklik menu ”"Entri Data” (panel atas),
pilih sub menu Realisasi Volume Keluaran pada drop down list, lalu pilih

program dan kegiatan yang sesuai;

Pilih Menu Entri Data
Pilih Sub Menu REHIiSaSi AL PRRP WALUNE UTARA
Volume Keluaran

Pilih Program
Pilih Kegiatan

Program dan Keglatan Tabun Anggaran 2018

Frogran

0560181 « Progras Dwk M i dan Pelak: Tugas Teknds
Lainnya Kementoran ATRIBPY

327 - HagatanParssbenggansan Dukungan Nanaps e don Prisieansan Tugas Teimis Lainns d Dasrsh

0660102 - Progras Peninghatan Sarana dan Frassrans Aparalsr
Haemerberian ATRIEPH

G0 - HAgRIRan P T Kakean EX3rana 92 Prasarsna (Daevan}
0662113 - Prograsm Pengelelsan Fenanahan Dearsh

1T - o TP T B e Pl ML K T KGR ATk an O Daenan

G - KEGRILNPS P b Tep 950 P TISAR AT  Caevsh

] - KepatinFe reslanggarsan Fangendal an Femaniaatn Riang dan Fenpoeaan Tanahdi dasrah
231 - KepatanPamaknggaraan Fanasganan Nasalah Agraria éan Tata Fuang d Dasrai

5013 - o AT T T

1 P 3y Tl (8 Do

5314 - KagatanParsabarggerean Pangamaengen asinabos Kiegranae d Dasan

6. Pengguna memilih bulan pelaporan yang akan diisi.

0160608 - Program Pengelolaan Perbendabaran Megars
1705 - Kegiatan Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

1. Cislams rangica meringkaikan aksssibinas, unhik ssmentara fonm eniry data capaian oupud dan salaon disedehanaicn
2 Satsinsh malakukan pergiemn | parkaior capaian mApA roupun pemazalston sshalum meng-kdik inmbal cmpan harss meng-Mik [menceniang) kolom plih pads oApd bermekat
1. Tampdan data unbuk dashboard akan tai-update 1 [saiu) hai Barikuing

Fanjelazan

Raaltzasi vokinee cutged disi apabila oulpat yvang ditargatkan banar-kanar talah tercagal

Dralam hal outpad yang ditargedkan esbagan atau ssluhrygs belum tercaps, malcs diis) per st ams par kernbangan pencapaan outpat teresbut pada kokem Pigme dikuti keisrangan sampai
amjmd mans progres yeng dmekaud

By Baken dikoademasi cloh Satkor ass Uit Exelon |
@ . Drtaalibazs it Urit Eapton | unish @8arebt hembol
Q- Surish dikoedrmansi cieh Un Esalon |

5. Pilih Bulan yang akan dii

Pariodn Eokag an Exb or Mel Jun Jul Aga S
Anggaran Chilpul.
Peride Mama Cutput Target Volume Total Resinari Haterangan
Fagu Anggaran i Ketuaran voume Keuaran 101 G
ATV} ERYEY
170%. 202 —
Retap Pelaksanaen Hises BUR 8 Dasah 30164400 a1 2ED D 275,00 L] L B =
170220
Asap Lisnaran eusnpas Thatst Kuass BUNR LA ) B1820 B0 1200 80 ] .
ILaporan)
1T 51 —
Raiap Lagpuraan ndmrnal [Crearbosdy 4004 200 380G TR 1,00 BB 10 -
ILapBN] S
170%.554 —
Ratag Lwyaran Partastzran 1512437000 11724001 1.0 1] 8330 -
ILapBT) Il
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Pengguna mengisi capaian keluaran.

Lihat Kolom Data Integrasi Capaian Keluaran

Pilih Setuju atau Tidak di kolom “Konfirmasi Data Integrasi
Capaian Keluaran”

Jika dipilih “Tidak”, silahkan isi Kolom Koreksi { Koreksi RVK,

Koreksi Progress, dan Penjelasan)
9. Tandai kolom pilih pada output yang diisi
10. Klik Simpan

angaaran st Inbeg st Capmians Keluaran [
]
Puriose ", Output Target fem—me _q:en
ama e o
e L Posliagi || Vot | soman ( STCSEE Kaserangan Cogmin | Moreksi RUK | g gy Penickxsan
gumr | Ampgme can  Haliars =) S gt
T .
Bt it
1705, 02
s Lmrar Pemimssn s | oaeiose | zaisses | s o aet Seagu]| | — ) e
iBatier) [ Tides |
s b ssag]
e | LESTE Keuangen Tiaghen e — . . s ace o | | —c
. Tidsk |
708 w51 Saniiu
Dos | Levanan mesral i0vemand) | Se3 304080 57228000 180 ane [ - ‘_‘:2 | [EC | [
1705, 35a Sangu
Don | Leyarar Perartomn 1m13azT080 | 1T 3E0E 50 am oo st L] am
amar |

Staws  PEn

[_gmean )

Untuk mengisi IKK, pengguna mengklik menu "Entri Data” (panel atas), pilih

sub menu Indikator Keluaran Kegiatan pada drop down list;

Pengguna mengklik kolom entri

Jashboard Kinerja Anggaran Jarshi

1. Pilih Menu Entri Data
2. Pilih Sub Menu Indikator Keluaran Kegiatan

Entri Indikator Kelwaran Keglatan Tahun Al

Klik Kolom Entri

Total 5da 8 Recerd

Ko. Program

Kegiatan
01503 1651
Q7 Program Pengeiciaan Anggaran Negara Penyusunan Rancangan APEN
1652
ngeiolaan FNBF dan Sutsia Energl
| 1653
Pengemkangsn Jislen Fengangoaran

1054
Dukungan Marsjemsn dar Dukungan Teknis Lainnya Difen Anggaran

‘ 5095
Harmonizas: Peraturan Panganggaren
4954
Perencansan Arguaran Belanjs Pemerinish Pussl & Bidang Perekonemian dan Kemertiman
[ 4085
Parcncanaan Anggaran Belanja Pamerniah Pusal & Bidang Pembangunan Manusa dan Kebedayaan
| 4888
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10. Pengguna mengisi Target IKK Tahunan dan Akumulasi Persentase Realisasi

IKK (0-100%);

Pilih Semester | atau Il

Isi Target Indikator Keluaran Kegiatan Tahunan

Isi Akumulasi Persentase Realisasi Indikator Keluaran
Kegiatan (0-100%)

Entri Indikator Keluaran Kegiatan Tahun Anggaran 20

Pariode Rokap Seeschar] Scmesiar

01502 07 - Frogram Penieolazn Anggaran Negara .
1851 - Kegialan Fenyusunan Rancangan AFSN Isi Keterangan
Tandai kolom pilih
No. Penafe Kama Cutout . Klik Simpan Stas | Filin
(T} (RIKK)
1651.001
Dosuman RUL APBN dan RUL APEN-F baserta Mods | Indehs Fatepatan Vakau Perusunan Dokumen 3 3 [
1o semelerl | noan dan Lporan Samastor FUPRN dan Nota Kauangan ‘ Lt @ |
(ideks)
1651.001
Dosyman FUL APEN dan RUU APEN-F beserta Moda | Indeks Migtepatan VWiakiu Pesyusunan Dokumen 1 [ |
B Sl | ¥auzngen dan Laporan Samasber FR4PEN.P dan Motz Heuangan E L0 0 I
(indshs)
1551.001
3 Sarmealar | Dosuman FUL APBN dan RUL AFEN-F hasera Mota | Indeks latapatan wakiu panyuzunsn aduman Leparse |~ o~ T :’-E 1
. ¥euangan dan Laporan Samasber Semuster Palaksanaan AFEM -
(indake)
JeEi

*Persentase realisasi IKK dihitung secara akumulasi. Pada semester | diisi dengan persentase realisasi dari bulan Janua

— Juni, Semester |l diisi dengan persentase realisasi dari Januari - Desember

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA



LAPORAN ELEKTRONIK MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
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LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK

INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Volume Target (1)

Satuan (2)

Alokasi Anggaran Belanja Modal (3)

Beban Belanja Modal (4)

Sesuai DIPA (misal 100)

Perusahaan

Rupiah Murni

Jenis Komponen (5)

Utama

Jenis Kewenangan (6)

Alokasi Anggaran Belanja Barang (7)

Beban Belanja Barang (8)

Rupiah Murni
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Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (9)

Relisasi Anggaran Belanja Barang (10)

Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial (11)

Permasalahan (12)

Keterangan Permasalahan (13)

Status Pelaksanaan (14)

Dokumen Pendukung [URL] (15)

Keterangan Status Pelaksanaan (16)

Video Pendukung [URL] (17)

Gambar Pendukung [URL] (18)
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PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN ELEKTRONIK MONITORING DAN
EVALUASI KINERJA

Menginput data laporan pelaksanaan pembangunan nasional Triwulan
I, II, IIT atau IV pada aplikasi e-Monev Ver.3;
Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui link aplikasi e-Monev Ver.3

sebagai berikut (http://e-monev.bappenas.go.id/emon3);

Pengguna dapat login dengan cara mengklik tombol “login” dihalaman
depan menggunakan username dan password sebagai berikut
Username: K5_065.01.06.24 Pasword : pasSword;

Pengguna mengklik menu “Pemantauan” (panel bagian kiri);

Pengguna mengklik menu "Satker/Komponen” (panel bagian kiri);
Pengguna mengisi data realisasi (panel bagian bawah) dengan mengklik
"Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV” pada kolom

NOMENKLATUR KEGIATAN.

(e
@M NEV 2.1, PEMANTAUAN SATKER/KOMPONEN

a Direktora... = -

MBAGA - {065 ]- BADAN KOORDINAS! PENANAMAN MODAL

A c [01]-Bad
OGRAM [06] - Progra

O Pemanizuan . INIT KERJA ESELD [24] - Direkorat Wiayah

© Satker/ Komponen

Q0

0]

KEG
@ Ind
TRIWULAN

B Femisulsponn MO KODE NOMENKLATURKEGIATAN #

8 Ceslaos N 1 3229 Pengendalian Pelskeanaan Penanaman Modal Wilsysh V. «+— | Data Realisasi ! ! ! ' m



http://e-monev.bappenas.go.id/emon3

7.
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Pengguna mengklik nama masing-masing nomenklatur perangkat

daerah pada kolom NAMA SATKER (panel bagian bawah).

frend
.MONEV = 2.1 PEMANTAUAN SATKER/KOMPONEN

5 Direkora... -

@ Satker / Komponen

© Output

® Indikator OF

© Indikztor SATUAN KERJA ®
i petn + TRIWULAN

NO KODE  NAMASATKER #
B CetakLapora + [ oW
s Bl + - 4—| Nama Perangkat Daerah | ! ! ! g
""" AN T1 m m 1 1 1 1 ﬂ

Pengguna mengklik "Tanpa Sub Output” pada menu NOMENKLATUR
SUB OUTPUT;

(e n}
@MONEV 2.1. PEMANTAUAN SATKER/KOMPONEN

& Direktora... INFORMA -

(065]-

#  Bennda J [0)-8
(06]- Prog ods
_ TAERASSON {22
© Satker/ Komponen Sl {3229 Peng
(029002] - DIN " )
[0}
(3229021 - Pengendalian Pelaksanazn Pensnaman Modal Wiksyzh IV
®
®
ﬂ [- +
SUB OUTPUT ©
+
» TRIWULAN
[ Evaluss + NO KODE NOMENKLATUR SUB OUTPUT *
| 1 " v



9.
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Pengguna mengklik ”Dana Dekonsentrasi Pemantauan Realisasi

Investasi” pada menu NOMENKLATUR KOMPONEN;

a Direktora... INFORMASI
TAHUN ANGGARAN
Ky

A 1 [065]- BADAN
: [01]-Bac
[06] - 7o
[24)-Dr

| [3229)-

© (029002) - DN
[3229.021] - Pengen
® Indikator OF SUB OUTPUT [3229.021.001] - Tanpa Sub Output
@ Ind
i e Lapora +
+
KOMPONEN
| Evaluasi +
TRIWULAN
NO KODE NOMENKLATUR KOMPONEN #
I [ TR )
— ] L] ! ! OFF
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PETUNJUK PELAKSANAAN

Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk
memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak
dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan
atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta

belanja perjalanan.

Belanja Barang dipergunakan untuk:
Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa
yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
dasar suatu Satuan Kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
b. Honor yang Terkait dengan Operasional Satuan Kerja
pertanggungjawaban berupa: SK Pengelola pada satker berdasar pagu
yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh

Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:

° Gol. I dan II : 0%
° Gol 111 : 5%
° Gol IV 1 15%

c. Belanja Barang Persedian Konsumsi
J Pengadaan ATK/komputer suplai dilengkapi dengan kuitansi
bermeterai yang ditantangani oleh penyedia sesuai ketentuan

yang berlaku.
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Faktur Pembelian

Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak

a. Nilai kuitansi Rp 1 jt s/d Rp 2 jt dikenakan PPn sebesar 10%

b. Nilai kuitansi > Rp 2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22
sebesar 1.5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang
tidak memiliki NPWP

Belanja Bahan

1)

2)

Konsumsi rapat, pertanggungjawaban berupa: lampiran surat

undangan, daftar  hadir, bukti biaya konsumsi, dan

Pembelian makanan siap saji di restoran/rumah makan tidak
dikenakan PPN, apabila pembelian dengan nilai kuitansi di atas 2
juta rupiah. Dikenakan pajak PPh Pasal 23 (jasa) sebesar 2% bila
memiliki NPWP, dan 4% bila tidak memiliki NPWP.

Penggandaan dan penjilidan
. Kuitansi bermeterai yang ditantangani oleh penyedia sesuai
ketentuan yang berlaku.
J Faktur Pembelian
o Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak
a. Nilai kuitansi Rpljt s/d Rp2 Jt dikenakan PPn sebesar
10%
b. Nilai kuitansi > Rp2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22
sebesar 1.5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang
tidak memiliki NPWP

Belanja Sewa

Bahwa dalam rangka pemantauan dengan menggunakan sistem
LKPM Online diperlukan koneksi bandwith minimal 2 Mbps.
Pengelola Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi dapat memastikan
ketersedian/kebutuhan sesuai dengan spesifikasi. Apabila telah
terdapat langganan internet yang dibiayai oleh APBD yang
memenuhi spesifikasi (2 Mbps), maka belanja sewa ini tidak dapat
dipergunakan.

Pertanggungjawaban dan pengadaan sewa jaringan internet
(disarankan menggunakan e-catalog di website https://e-
katalog.lkpp.go.id/).

Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan



https://e-katalog.lkpp.go.id/
https://e-katalog.lkpp.go.id/
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pertanggungjawaban berupa: SK Kegiatan pada satker berdasar pagu

yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh

Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:

Gol. I dan II : 0%
Gol III : 5%
Gol IV 1 15%

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

1)

2)

3)
4)

Pelaksanaan kegiatan rapat dalam kota bertempat di Kantor
Pemerintah Daerah dan melibatkan minimal 5 Instansi Teknis
Lainnya. Keikutsertaan panitia Pemerintah Provinsi maksimal 10%
dari jumlah peserta.

Pelaksanaan dapat dilakukan di hotel, apabila tidak ada
kantor/ruang pemerintahan yang tersedia berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka
Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur dengan
melengkapi Surat Pernyataan (sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013) ditanda
tangani oleh Kepala Dinas/Kantor.

Menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun berjalan.
Laporan Kegiatan dengan dilengkapi antara lain Surat Tugas,
Undangan, Daftar Absensi, Daftar Transport Peserta, Daftar Uang

Saku.

Belanja Perjalanan Biasa

Kelengkapan berupa:

4)
S)

6)

Surat Tugas.

SPPD.

Bukti Transportasi Udara berupa tiket dan boarding pass (asli)
dan/atau Bukti Transportasi Darat berupa tiket/kuitansi dari
travel agent/penyedia moda transportasi dan/atau Bukti
Transportasi Laut berupa tiket/kuitansi.

Tagihan penginapan/hotel.

Daftar pengeluaran riil (apabila ada), berdasarkan SBM tahun
berjalan.

Laporan kegiatan.
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN USULAN REVISI DAN
MATRIKS SEMULA-MENJADI

a. Bentuk Surat Usulan Revisi

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor e e, 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Usulan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat,
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Di

Jakarta

1. Dasar Hukum:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
b. .... (diisi dengan dasar hukum lainnya seperti UU, PP, Perpres,
keputusan sidang kabinet, keputusan rapat, dll)...;
c. DIPA Petikan No ... Tanggal .......... kode Digital Stamp ...;
d. DIPA Petikan No ... Tanggal .......... kode Digital Stamp ...;
(pengesahan revisi);

2. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:
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3. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:
Kategori revisi ..... (diisi dengan perubahan rincian anggaran yang
disebabkan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran
tetap. dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan administrasi (pilih
sesuai keperluan);

4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut di atas dilampirkan
data dukung berupa:

a. Matriks semula-menjadi sebagaimana daftar terlampir;
b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
c. ... (diisi dengan dokumen pendukung lainnya) ....

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Dinas...(diisi dengan Satker)

Nama...(Kepala ...).......

Tembusan:
1. Gubernur .......... ;

2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.



b. Matriks Semula-Menjadi

MATRIKS SEMULA-MENJADI
SATUAN KERJA
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No Uraian Semula Menjadi +/-
A. Satker (kode Digital Stamp)
1 Program
Kegiatan
3 | Keluaran (Output)

=  Volume

= Rupiah

Rp

Rp

Rp
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN REVISI ANGGARAN

KOP SURAT BKPM

Nomor : /A9/B.4/20... 20...

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) halaman

Hal : Persetujuan/Penolakan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat

Kepala ... (Nama Satuan Kerja) .....

Di

Tempat

Sehubungan dengan usulan Revisi Anggaran melalui surat ... (nama
lembaga) .... Nomor ... tanggal .......... dengan rincian:
a. Lingkup tentang perubahan ...........c..ccoviiiiin.
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
1) Satuan Kerja ..... (nama lembaga)...... untuk  kegiatan
Dekonsentrasi di Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman
Modal.
Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan penambahan pagu
anggaran pada Satuan Kerja ..... (nama lembaga)....... .
Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan pengurangan pagu
anggaran pada Satuan Kerja ..... (nama lembaga)....... .
Dengan ini menyatakan bahwa Revisi Anggaran tersebut dapat/tidak

dapat disetujui dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir.
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Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal,

Tembusan:
1. Gubernur .......... ;

2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
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